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-Pasal 8 ;

.. | ‘Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun,
meninggal- dunia, atau sebab-sebab lain sebelum
tanggal 1- Januari 2017 dan' belum mendapatkan
pembayaran. atas manfaat Tabungan Hari Tua, dise-
lesaikan sesuai clengan Keputusan Menteri Keuangan

" Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan

Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Neg-
eri Sipil sebagairana telah diubah dengan:Keputusan
Menteri Keuangan: Nomor 500/KMK.06/2004.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/
KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Man-

| faat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil se-

bagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

| ga) 1 Januari 2017.

Agar setlap orang mengetahu:nya memerin-

' tahkan pengundangan Peraturan Menteri-ini dengan

¥

penempatannya dalam Berita Negara Republik Inde-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYAN! INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
. pada tanggal 26 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
- WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1241

{BN)

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA
- KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU

HIBAH LUAR NEGERI
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. 05/2016
tanggal 13 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

' a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2011. tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, telah ditetap-
kan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/
PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan
Pengembalian Dana (Refund) kepada Pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

b. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan
kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang

dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta
untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia
internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas

tata cara penyediaan dan pengembalian dana ke- '

pada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar neg-
eri; ,

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian seb-
agaimana diatur dalam huruf b, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai tata cara penyedi-

. aan dan pengembalian dana kepada pemberi pin- |

jaman dan/atau hibah luar negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbang an sebagaimana
dimaksud dalam bhuruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
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tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian
Dana kepada Pemberi Pln;aman dan/atau ‘Hibah
Luar: Negeri; :

| Mengingat :

| s

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kevuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -tentang
Perberidaharaan MNegara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara { Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lem- |

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten- |

tang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 201t
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Neg-
eri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202);

MEMUTUSKAN :

Mengingat :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
. CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA
KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH
LUAR NEGERI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

| dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang di-
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selan-
jutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau

10.

11.

hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam |
© Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun: 2011 .
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Neg- |

eri dan Penerimaan Hibah.

Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri :
- yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah

kreditor yang memberikan pinjaman dan/fatau pi-

hak yang memberikan hibah kepada Pemerintah

Pusat 'yang berasal:dari luar negeri sebagaimana

. dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomeor 10
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinja- |

man Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis |

mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri
antara Pemerintah Pusat dengan Pemberi PHLN
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemer-

intah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara |
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan |

Hibah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan
anggaran. yang digunakan sebagai acuan peng-
guna anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan peng-
gunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lem-
baga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian ke-
wenangan dan tanggung jawab penggunaan ang-

garan pada Kementerian Negara/Lembaga yang |

bersangkutan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi ver- i

tikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Kantor Wilayah.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis-
ingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat penandatangan SPM yang ditunjuk
ocleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang ber-
sumber dari DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbit-
kan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas be-
ban APBN berdasarkan SPM.

Letter of Credit yang selanjutnya disingkat L/C
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-adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issu-
¢ ing bank) yang bertindak atas permintaan pemo-

hon ‘(applicant} ‘atau atas namanya sendiri un-
tuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga

. atau eksportir atau kuasa: eksportir (pihak yang

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepan}ang me-
menuhi persyaratan L/C.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya dising-
kat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh
KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA atau
pejabat yarig ditunjuk dengan cara mengajukan
surat-pengantar surat penarikan dana (covering
letter of withdrawal application) kepada Pemberi
PHLN untuk membayar langsung kepada rekan-
an/pihak yang dituju.

Rekening Khusus yang 'selanjutnya disingkat

Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibu- |

ka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau
bank yang ditunjuk untuk menampung dan me-

nyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan sald-

onya (revolving) setetah dipertanggungjawabkan
kepada Pemberi PHLN.

Closing Date adalah batas akhir waktu untuk
pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui

penerbitan SP2D dan/atau surat pengantar - surat |

penarikan dana (covering letter of withdrawal ap-
plication) oleh KPPN.

Closing Account adalah batas akhir waktu un-
tuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan
kembali penggantiannya kepada Pemberi PHLN
atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh
Pemerintah.

Pengembalian atas penarikan dana PHLN yang
selanjutnya disebut Refund adalah pengembalian
atas penarikan dana PHLN yang dilaksanakan
oleh Pemerintah berdasarkan permintaan Pemberi
PHLN. o

Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang
selanjutnya disingkat SPAHLN adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penge-

* lolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat in-

18.

formasi mengenai pencairan PHLN dan informasi
penganggaran.

Notice of Disbursement atau dokumen yang di-
persamakan yang selanjutnya disingkat NoD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi

:PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN

telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain
memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah
uang yang telah ditarik (disbursed), cara penari-

19

20.

21.

{1)

“ kan, dari tanggal transaksi penarikan yang di-

gunakan sebagai dokumen .sumber pencatatan
penenmaan pembiayaan dan/atau. pendapatan
hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi
yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait Re-
fund yang dilakukan oleh Pemerintah yang digu-

-nakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiay-

aan dan/atau pendapatan hibah.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat R-KUN adalah rekening tempat penyim-
panan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara un-

tuk menampung seluruh penenmaan negara dan |

membayar seluruh pengeluaran negara.

Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya |

disingkat WPR adalah sarana penarikan reken-
ing giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia
untuk memindahbukukan dana atas beban Rek-
sus dan/atau rekening dalam rangka Refund ke
R-KUN atau rekening yang dituju.

Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang
selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah
yang diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara
Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan
sebagai SPM/SP2D kepada Bank Indonesia dan

- satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai

penerimaan dan pengeluaran dalamm APBN atas
realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL,

L/C, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang 5
dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/ |

Badan Usaha Milik Negara.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini

meliputi tata cara pelaksanaan Refund atas:

a. Pengeluaran ineligible yaitu pengeluaran
APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN
yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai den-
gan Perjanjian PHLN, yang meliputi:

1) pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan |
kegiatan yang diselesaikan setelah Closing |

Date;

2) pengeluaran yang didasarkan pada proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan mengenai pengadaan
barang/jasa Pemerintah;

3} pengeluaran yang terbukti terdapat unsur
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{2)

L)

(2)

(3}
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korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4) perigeluaran yang keliru dalam pembe-
banannya dan tidak dapat diperbaiki; .

5) pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pengeluaran yang sah;

6) pengeluaran yang menjadi temuan pemer- '
iksa yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN; |

dan/atau
7) pengeluaran fain yang dinyatakan secara
tertulis oleh Pemberi PHLN sebagai penge-
luaran tidak sah.
b. Penyelesaian administratif, yang meliputi:
1) PHLN vang telah ditarik, namun terjadi:
a) pembatalan atau pengakhiran kontrak
- pengadaan barang/jasa; dan/atau
b} kelebihan penarikan atau kelebihan
pembayaran;
2) denda keterlambatan penyelesaian peker-
jaan sebagai akibat penarikan PHLN; dan
3) sisa saldo dana di Reksus setelah Closing
Account.
Refund atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN se-
bagaimana dimaksud pada- ayat {1) huruf a dan
huruf b dilakukan terhadap PHLN yang ditarik me-
lalui mekanisme:

a. Reksus; X
b. PL; dan/atau
Gl E/G
BAB llI
PENYEDIAAN ANGGARAN
Pasal 3

Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan

Refund mehgikuti mekanisme APBN.

Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan

Refund sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di-

dasarkan pada permintaan Pemberi PHLN.

Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksa-

naan Refund atas permintaan Pemberi PHLN se-

bagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan
atas:

a. hasil pemeriksaan auditor yang ditunjuk oleh
Pemberi PHLN yang menyatakan telah terjadi
pengeluaran ineligible yang merupakan tang-
gung jawab Kementerian Negara/Lembaga;

b. hasil klarifikasi antara pemberi PHLN, auditor |

yang ditunjuk oleh Pemberi PHLN, Kement-
erian Negara/Lembaga, individu, dan Kement-
erian Keuangan; dan

c. hasil negosiasi antara Pemerintah atau Ke-

(4)

(5}

{6)

(7)

(8)

(9

(1

menterian Negara/Lembaga dengan Pemberi

PHLN.

Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan E.

Refund atas permintaan Pemberi PHLN seb-

agaimana dimaksud pada ayat {2} tidak termasuk |
Refund yang disebabkan karena adanya pengelu- |

aran ineligible yang terbukti terdapat unsur ko-

rupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimak- |

sud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3).
Pertyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
Refund sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2} un-

tuk pengeluaran ineligible dan penyelesaian ad- |

ministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) menjadi |

tanggung jawab pelaksana kegiatan.

Dalam hal penyediaan anggaran dalam rangka
pelaksanaan Refund sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dilaksanakan oleh Kementerian Negara/
Lembaga melalui pengalokasian DIPA, maka tata
cara pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan yang men-
gatur mengenai petunjuk penyusunan dan pene-
laahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada |

ayat (5) huruf a terdiri atas:
Kermenterian Negara/l.embaga;
Pemerintah Daerah {Pemda);

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
penyedia barang/jasa; dan/atau

. individu.

+o o000

Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) E

huruf f merupakan individu yang berdasarkan
putusan pengadilan terbukti melakukan korupsi,
kolusi dan nepotisme pada kegiatan yang dibiayai
dari PHLN.

Dalam rangka menampung dana untuk pelaksa-
naan Refund, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka
rekening dalam rangka Refund.

Pasal 4
Dalam rangka percepatan penyelesaian Refund
atas pengeluaran ineligible kepada Pemberi PHLN,
Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pada
bagian anggaran Bendahara Umum Negara ses-
uai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuan-

gan mengenai tata cara perencanaan, penefaahan |

dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran
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(1)

{2)

(3)

Bendahara Umum Negara,

Pengalokasian anggaran pada bagian anggaran
Bendahara. Umum Negara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ¢.q.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Pasal b
Pengalokasian.anggaran Refund atas pengeluaran
ineligible yang menjadi tanggung jawab Kemen-
terian Negara/Lembaga dan ditarik melalui me-
kanisme Reksus dilakukan oleh pelaksana keg-

.iatan mengikuti mekanisme APBN, dengan cara:

a. Kementerian Negara/Lembaga melakukan
pengalokasian anggaran dalam DIPA tahun
berjalan dengan mengajukan revisi DIPA atau

mengalokasikan dana pada DIPA tahun ang- |

garan berikutnya sesuaj peraturan perundang-
undangan mengenai petunjuk penyusunan
dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Ke-
menterian Negara/lembaga dan Pengesahan
. DIPA; dan/atau
b. Kementerian Negara/Lembaga melakukan
penyetoran dana Refund ke kas negara
melalui bank/pos persepsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara penyetoran penerimaan
negara.
Dalam hal pelaksana kegiatan menyetarkan dana
Refund ke kas negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, setoran dana Refund ke
kas negara diperhitungkan sebagai pengurang
penyediaan dana Refund pada DIPA Kementeri-

. an -Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan

PHLN.

Pengalokasian anggaran oleh Kementerian Neg-
ara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a dilaksanakan dalam rangka mengganti
penyelesaian Refund yang dilakukan oleh bagian
anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasai 6
Dalam rangka penyelesaian Refund atas pen-

| geluaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui me-
kanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian adminis-
tratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 1) dan angka 2} yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian
Negara/Lembaga mengalokasikan anggaran belanja
untuk Refund dalam DIPA/revisi DIPA.

: PEU‘.\&ERATU

(1

(2)

(3)

Pasal. 7

Dalam rangka penyelesaian Refund atas penge-
luaran ineligible. pada PHLN yang ditarik dengan
mekanisme PL dan/atau L/C, serta penyelesaian
administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang
menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD,
penyedia barang/jasa, atau individu, Kementeri-
an Negara/Lembaga menyampaikan pemberita-
huan permintaan Refund kepada Pemda, BUMN,
BUMD, penyedia barang/jasa, atau individu un-
tuk melakukan transfer dana Refund ke rekening
Pemberi PHLN.

Dalam hal Refund atas pengeluaran ineligible
pada PHLN yang ditarik dengan mekanisme PL
dan/atau L/C, serta penyelesaian administratif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 1) dan angka 2} yang menjadi
tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penye-
dia barang/jasa, atau individu, telah disetorkan
ke kas Negara, Direktorat Jenderal Perbenda-
haraan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
memindahbukukan setoran dimaksud dari R-
KUN ke rekening dalam rangka Refund yang di-
tunjuk. {

Dalam rangka penyelesaian Refund atas pen-
geluaran ineligible yang terhukti terdapat unsur
korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau terjadi

. karena kesalahan penyedia barang/jasa dan/atau

individu, maka: ,

a. penyedia Dbarang/jasa dan/atau individu
melakukan penyetoran ke kas negara dengan |
valuta sesuai permintaan Refund dari Pemberi
PHLN sesuai ketentuan perundang-undangan
mengenai tata cara penyetoran penerimaan
negara; ; ;

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Di-
rektorat Pengelolaan Kas Negara melakukan
pemindahbukuan atas setoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dari R-KUN ke
rekening dalam rangka Refund yang ditunjuk.

BAB IV
PELAKSANAAN REFUND
Pasal 8
Direktorat ' Jenderal Perbendaharaan c.q. Di-

rektorat Pengelolaan Kas Negara dapat berkoordi-
nasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemda,
BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa, dan individu
dalam rangka pelaksahaan Refund.
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(1)

- (2)

| (1)

{2)

(3)

_ {4)

b { L] .~ Pasal 9 2l DT ';3.-‘-3';‘».;.
Pelaksanaan Re‘iund atas ; penge}uaran ineligible:
yang terlebih dahulu dilakukan .oléh Pemerintaty,-

dilaksanakan dengan cara:

a. Berdasarkan permintaan pelaksanaan Refund |

oleh Pemberi PHLN,. Direktorat:Jenderal ‘Per-
bendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas

‘Negara mengajukan. permintaan petaksanaan:
Refund. oleh Pemerintah : kepada: Direktorat |

i, Jenderal Pangelolaan Pembiayaan dan Risiko
c.q. Direktorat :Evaluasi, . Akuntansi, :dan

. Setelmen. IR ;WO
b. Berdasarkan permmtaan pelaksanaan Refund
. oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Direktorat Jenderal..

si, Akuntansi, dan Setelmen mengajukan SPM
dalam rangka Refund kepada KPPN.

c. KPPN menerbitkan SP2D dalam rangka Re-
fund untuk untung rekening Pemberi PHLN.

Pelaksanaan Refund atas penyelesaian adminis- |
tratif sisa saldo dana di Reksus, dilakukan dengan |

cara:

a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Di- |

rektorat Pengelolaan Kas Negara menyampai-
kan WPR kepada Bank Indonesia; dan

b. Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan |

sisa saldo dana di Reksus untuk untung rek-
ening Pemberi PHLN.

Pasal 10

Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana
kegiatan yang dibiayai dari PHLN tetap bertang- |

guhg jawab atas pelaksanaan Refund yang dilaku-

. kan terlebih dahulu oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud-dalam Pasal 9 ayat (1).
Pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lem-
baga selaku pelaksana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara

mengalokasikan anggaran Refund pada DIPA Ke-
menterian Negara/Lembaga.

Pengalokasian anggaran Refund pada DIPA Ke-
menterian Negara/Lembaga sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jen-

deral Anggaran berdasarkan usulan Kementerian
Negara/Lembaga dan konfirmasi dari Direktorat |

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ¢.q.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Pengalokasian anggaran Refund oleh Direktorat
Jenderal Anggaran pada DIPA Kementerian Neg-

Pengelolaan |
Pembiayaan dan Risiko c.q: Direktorat Evalua-

. - arafl:embaga-tidak bersifat;en-dopitiiz cumibe

.+ kembaga, - Kementérian: Negaraflembagarselaku |

' (Si..;.Berﬂasapkan. -pengalokasian ‘,pangganman, dana

.-Refund: .pada - pagu. DIRA Kementeriar: Negara/

' pelaksana kegiatan mengajukan: SPM dalam:rang-

(B}

ka penggantian dana Refund kepada'KPPN: i

‘untuk untung H—KUN

B - I

Pasalﬂ BYEGER NEUTes

{1)

Terhadap Refund yang. tldak dllaksanakan terlebih

- - dahulu:oleb Pemerintah untuk PHLN yang ditarik

(2)

{1)

. etorkan dana Refund ke kas negara-melalui bank/ |

melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal Reksus
masih aktif, serta pelaksana kegiatan telah meny-

pos persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal Perben- |
daharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara -

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. memindahbukukan setoran dana Refund dari
R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan

b. menyampaikan WPR kepada Bank IndoneSIa
untuk melakukan pemindahbukuan dari Rek-
sus yang ditunjuk ke rekening Pemberi PHLN

dalam hal Pemberi PHLN tetap meminta Re- |

fund.

Terhadap Refund yang tidak dilaksanakan ter- |
lebih dahulu oleh Pemerintah untuk PHLN yang |
ditarik melalui mekanisme Reksus, dan dalam hal

Reksus sudah ditutup, serta pelaksana kegiatan
telah menyetorkan -dana Refund ke kas negara
melalui bank/pos persepsi sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktorat Jen- |

deral Perbendaharaan ¢.q. Direktorat Pengelolaan

Kas Negara melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. memindahbukukan setoran dana Refund dari
R-KUN ke rekening dalam rangka Refund yang
ditunjuk; dan

b. menyampaikan WPR kepada Bank Indonesia

untuk melakukan pemindahbukuan dari rek- |

ening dalam rangka Refund yang ditunjuk ke
rekening Pemberi PHLN.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan Refund atas penge- '

luaran ineligible pada PHLN yang ditarik melalui

mekanisme PL, dan/atau L/C serta penyelesaian |
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administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/
Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga men-
gajukan SPM belanja untuk penggantian dana Re-
fund ke KPPN.

(2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, KPPN menerbitkan SP2D belanja dalam
rangka Refund untuk untung R-KUN.,

(3) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan
pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran
Refund kepada Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen dengan melampirkan fotokopi SPM
dan daftar SP2D penggantian dana Refund seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan Refund atas penge-
luaran ineligible. pada PHLN yang ditarik dengan
mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) yang
menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD,
penyedia barang/jasa, atau individu, atas pember-
itahuan Refund oleh Kementerian Negara/Lemba-
ga, Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/jasa,
atau individu melakukan transfer dana Refund ke
rekening Pemberi PHLN.

(2) Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barangjjasa,

atau individu menyampaikan pemberitahuan ten- |

tang pelaksanaan pembayaran Refund kepada
Kernenterian/Lembaga, 'Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelo-
laan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan
bukti transfer dana Refund.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan Refund atas pen-
geluaran ineligible pada PHLN yang ditarik dengan
mekanisme PL dan/atau L/C serta penyelesaian ad-
ministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) buruf b angka 1) dan angka 2) yang menjadi tang-
gung jawab Pemda, BUMN, BUMD, penyedia barang/
jasa, atau individu yang telah disetorkan ke kas Neg-

| ara, Refund atas pengeluaran ineligible yang terbukti

terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta

i pengeluaran ineligible yang terjadi karena kesalahan

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

penyedia barang/jasa, dilaksanakan dengan pemind-
ahbukuan dari rekening dalam rangka Refund ke rek- |
ening Pemberi PHLN.

BAB V
NEGOSIASI NILAI REFUND
Pasal 15 )

(1) Dalam hal pelaksana kegiatan tidak menyepakati
nilai Refund pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN,
maka pelaksaria kegiatan berkoordinasi dengan
auditor untuk dilakukan upaya negosiasi dengan
Pemberi PHLN.

(2) Permintaan upaya negosiasi disampaikan oleh |
Kernenterian Negara/Lembaga kepada Kernent-
erian Keuangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemerintah c.q. Kementerian Keuan-
gan tidak menyepakati satu atau lebih pengeluar-
‘an ineligible yang dinyatakan oleh Pemberi PHLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerin-
tah c.q. Kementerian Keuangan mengupayakan
negosiasi dengan Pemberi PHLN.

(2) Hasil negosiasi dengan Pemberi PHLN sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: ;
a. pengurangan nilai Refund; dan/atau
b. pengalihan dana Refund untuk membiayai

pregram/kegiatan yang lain dan/atau sesuai

kesepakatan.
BAB VI
TATA CARA REFUND
Pasal 17

Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN
yvang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan ses-
uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A
yang merupakan -bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 18
Penggantian dana Refund sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai prosedur
yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri |
ini.

’ Pasal 19
Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN
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yang ditarik melalui mekanisme PL dan/atau L/C serta
penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2)

yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/ |

i Lembaga, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercan-
tum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian
| tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20 AR
: Refund atas pengeluaran ineligible pada
' PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang
tidak dilakukan teriebih dahulu oleh Pemerintah,
dalam hal Reksus masih aktif sebagaimana dimaksud
| dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan sesuai prose-
" dur yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 21
Refund atas pengeluaran ineligible pada
PHLN yang ditarik melalui mekanisme Reksus yang
tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah,
dalam hal Reksus sudah ditutup sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 ayat {2}, dilaksanakan ses-
uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf

D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari |

| Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
Refund atas pengeluaran ineligible pada PHLN
yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C ser-
ta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1} huruf b angka 1) dan angka 2)
| yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD,
penyedia barang/jasa, atau individu dilaksanakan ses-

| uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf |

E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 23
Refund atas pengeiuaran ineligible pada PHLN
yang ditarik dengan mekanisme PL dan/atau L/C ser-
ta penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud
. dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1} dan angka 2)

yang menjadi tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, |

| penyedia barang/jasa, atau individu yang telah dis-
| etorkan ke kas negara, dan/atau Refund atas penge-
luaran ineligible yang terbukti terdapat unsur korupsi,
kolusi, dan nepotisme dan/atau yang terjadi karena
kesalahan penyedia barang/jasa, dilaksanakan ses-

uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf

F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 24
Refund atas penyelesaian administratif siSa

saldo dana di Reksus sebagaimana dimaksud dalam |
Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3), dilaksanakan ses-
uai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf :
G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per- E

aturan Menteri ini,

BAB Vil
PEMINDAHBUKUAN/PENYETORAN
Pasal 25
(1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rek-

ening, apabila kegiatan yang dibiayai dari PHLN |

dengan mekanisme Reksus sudah Closing Date
atau Closing Account, maka saldo dana di Rek-
sus dipindahbukukan ke rekening dalam rangka
Refund.

{2) Atas Reksus yang saldonya sudah dipindahbu-
kukan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan
penutupan atas Reksus dimaksud.

(3) Apabila Pemberi PHLN meminta Refund atas saldo |
Reksus yang telah dipindahbukukan ke rekening |
dalam rangka Refund, maka Direktorat Jenderal -

Perbendaharaan c. g. Direktorat Pengeloiaan Kas
Negara memindahbukukan saldo dimaksud kepa-
da rekening Pemberi PHLN. i

Pasai 26
Dalam hal sisa saldo dana di Reksus seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1). huruf b
angka 3):

a. lebih besar daripada permintaan Refund dari Pem-

beri PHLN, kelebihan saldo dana dipindahbukukan
ke R-KUN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemindahbukuan ‘antar rek-
ening milik Bendahara Umum Negara; \
b. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN, maka_ sisa

saldo dana Refund dipindahbukukan ke R-KUN

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pemindahbukuan antar rekening mifjk |

Bendahara Umum Negara.

BAB VIl
PERLAKUAN AKUNTANSI
Pasal 27
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(1) Kuasa Bendahara Umum Negara dan/atau Ke-
menterian Negara/Lembaga melakukan pen-

catatan Refund yang dilaksanakan pada tahun |

anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebe-
lumnya.

': {2} Ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi

terkait pencatatan Refund sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direk-
tur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasafl 28

{1) Dalam hal ketentuan denda keterlambatan peny- '

elesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2:

a. tidak diatur dalam Perjanjian PHLN; dan/atau
b. tidak ada permintaan Refund dari Pemberi

PHLN, -

maka denda keterlambatan dimaksud disetor ke
R-KUN melalui bank/pos persepsi sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara penyetoran penerimaan
negara.

{2} Dalam hal pelaksana kegiatan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat {7) huruf b, huruf
¢, dan huruf f telah melakukan penyetoran dana
Refund ke kas daerah, maka pelaksana kegiatan
dimaksud meminta pengembalian atas setoran
dana Refund dimaksud untuk selanjutnya dilaku-
kan penyetoran ke kas Negara.

BAB X
PENUTUP
Pasal 29
Pada ‘saat Peraturan Menteri ini mulai ber-

E laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.

05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengem-
balian Dana (Refund) kepada Pemberi Pinjaman dan/
atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2013 Nomor 1627), dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

' gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

fasiness Mews

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1376

LAMPIRAN

A. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS
PENGELUARAN INELIGIBLE YANG DILAKUKAN
TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA
KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-
nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Pemerintah ¢.q. Ke-
menterian Keuangan memberitahukan kepada
Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund
dimaksud merupakan tanggung jawab Ke-
menterian Negara/Lembaga.

3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah |
c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana di-
maksud pada angka 2, Kementerian Negara/
Lembaga melakukan konfirmasi atas nilai per-
mintaan Refund dari Pemberi PHLN.

4. Kementerian Negara/Lembaga membuat kes-
epakatan dengan auditor, Pemerintah c.q. Ke-
menterian Keuangan, dan Pemberi PHLN atas |
nilai Refund yang harus dikembalikan kepada |
Pemberi PHLN.

5. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada angka 4, dalam rangka per-
cepatan penyelesaian Refund atas pengelu-
aran ineligible kepada Pemberi PHLN, Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan c¢.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pem-
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- beritahuan. kepada - Direktorat. Jenderal Pen-
qepnst gelolaan  Pembiaysanidan; Risiko c.g. Direk-

i Liexorat Evaluasi;cARuntansii dan. Setelmen agar

‘>!6L

mengalokasikan dana pada:Bengdahara Umum

. {Negara ‘sebesammlanaefund yang: telah di-
sisepakati.. o 3 .
Berdasarkan pambentx’ahu&n sebagaimana di-

ST '<J ),'~. PRLRCR ~,~‘¢

Ju=zmaksud-ipada,-angka 5.« Rirektorat, Jenderal

)

‘Pengelolaan Pembiayaan dan Risike:ic.q. Di-

.15 rektorat: Evaluasic Akuntensi; .dan Setelmen

10.

‘melakukan langkah-langkah sebagai berikut: |
a, mengalokasikan clana pacla Benclahara |

. Umum Negara sebesar nilai Refund yang
- telah disepakati sebagaimana dimaksud
pada angka 4; dan
b. mengajukan SPM dalam rangka Refund ke-
pada KPPN dengan melampirkan dokumen
yang dipersyaratkan.

. Terhadap pengajuan SPM sebagaimana di- |

maksud pada angka 6 huruf b, KPPN mener-
bitkan SP2D dalam rangka Refund untuk un-
tung rekening Pemberi PHLN.

Dalam hal Pemberi PHLN telah menenma Re- |

fund, Pemberi PHLN menerbitkan dan me-
nyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan
tembusan kepada Direktorat Jenderal Perben-

daharaan sebagai pemberitahuan bahwa Re-
-fund telah diterima. -

Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimak-
sud pada angka 8, Direktorat Jenderal Penge-
lolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbit-
kan SP4HLN dan menyampaikannya kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Di-
rektorat Pengelolaan Kas Negara.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data an-
tara SP2D dengan NoD dari Pemberi PHLN,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbenda-

haraan melakukan pencacokan dan penelitian |

data.

B. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGANTIAN
DANA REFUND OLEH KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA PADA KEGIATAN YANG DIBIAYAI
DARI PHLN

1.

Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-

i Au “1;./

i :12‘.‘2

-~ nerima permintaanRefund dari Pembéri PHLN.

i eAtasspeznmmtaem Refund:sebagaimana dimak- |

7 e sud padacangkait, idalam:rangka-percepatan
sebo-penyelesaiani. Refungd: atas ' pengeluaran ineli-

NS A
- KementerianKauangan: melakukarti Réfund |
e tst terlebin, dahule: kepada Pemberi PHEN mengi-
kuti proseduri yang tafcantum datarecklampiran
Iz sehins huraf A-Beratusari Mernteridini.«

AL

REICIREEE

= (B

- dimaksud pada angka 2 Pemerifitah'c.q. Ke- |

. ¢.q. Kementerian Keuangan sebagaimana di- |
maksud pada angka 3, Kementerian Negara/ |
Lembaga melakukan langkah-langkah sebagai |

1gible: kepada;Pefberi PHLN, Pemerintah c.q

2His
Terhadap: pelaksanaam. Reﬂlnd: sebdgaimana

menterian Keuangan memberitahukan kepada
Kementerian Negara/Lembaga bahwa Refund
dimaksud merupakan tanggung jawab Ke-
menterian Negara/Lembaga.

Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah

berikut:

a. mengalokaSIKan anggaran untuk peng- |

gantian Refund dalam DIPA tahun angga-

ran berjalan, dengan cara mengajukan re- |

visi DIPA atau mengalokasikan dana pada
DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai petunjuk penyusunan
dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Penge- |

sahan DIPA; dan

b. mengajukan SPM dalam rangka penggan- |

tian Refund kepada KPPN dengan melam-

pirkan dokumen yang dipersyaratkan.
Terhadap pengajuan SPM sebagaimana di-
maksud pada angka 4 huruf b, KPPN mener-

bitkan SP2D dalam rangka penggantian Re- |

fund untuk untung R-KUN terkait.

Dengan diterbitkannya SP2D sebagaimana di-
maksud pada angka 5, Kementerian Negara/
Lembaga menyampaikan pemberitahuan ten-
tang pelaksanaan pembayaran dalam rangka

Refund-kepada Direktorat Jenderal Perbenda- |
haraan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Neg- |
ara dengan melampirkan fotokopi SPM dan |

fotokopi daftar SP2D.

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah
melakukan penyetoran dana Refund ke kas
negara melalui bank/pos persepsi, Kemente-
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rian Negara/Lembaga menyampaikan fotokopi
bukti setor ke kas negara beserta nomor tran-
saksi penerimaan negara atas penyetoran Re-
fund kepada Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan c.g. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

memeriksa validasi setoran Refund seb-
agaimana dimaksud pada angka 3 dengan
cara melakukan konfirmasi kepada KPPN Khu- |
sus Penerimaan,

. Atas setaran yang tela:h divatidasi oleh XPPN

Menindaklanjuti penyampaian fotokopi bukti Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Per-

! setor ke kas negara atas penyetoran Refund bendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas

{ beserta nomor. transaksi penerimaan negara Negara melakukan langkah-langkah sebagai

' atas setoran tersebut, Direktorat Jenderal berikut: ;i
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan a. memindahbukukan setoran dana Refund
Kas Negara memeriksa validasi setoran seb- dari R-KUN ke Reksus yang ditunjuk; dan
agaimana pada angka 7, dengan cara melaku- b. menyampaikan WPR kepada Bank Indone- |

" kan konfirmasi kepada KPPN Khusus Peneri- sia untuk melakukan pemindahbukuan dari
maan. Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi
9. Setoran atas Refund oleh Kementerian Neg- PHLN.

ara/Lembaga vyang telah dinyatakan wvalid
oleh KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada angka 8, menjadi pengurang
atas pengalokasian anggaran dalam rangka
penggantian Refund sebagaimana dimaksud
pada angka 4. i

- C. TATA CARA REFUND ATAS PENGELUARAN IN-

i“/\ELIG!BLE YANG TIDAK DILAKUKAN TERLEBIH
DAHULU OLEH PEMERINTAH PADA PHLN YANG
DITARIK MELALUI MEKANISME REKSUS, DAN
DALAM HAL REKSUS MASIH AKTIF PADA KEG-
IATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

1.

Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-
nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
Terhadap permintaan Refund sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q.
Kementerian Keuangan memberitahukan ke-
pada. Kementerian Negara/Lembaga bahwa
Refund dimaksud merupakan tanggung jawab
Kementerian Negara/Lembaga dan melakukan

. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Re-

fund, Pemberi PHLN menerbitkan dan me-
nyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan
tembusan kepada Direktorat Jenderal Perben- .
daharaan sebagai pemberitahuan bahwa Re- |
fund telah diterima.

. Dengan telah diterirnanya NoD sebagairnana

dirnaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko c.q. Di-
rektorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelrnen
menerbitkan SPAHLN dan rnenyarnpaikannya
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
¢.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

. Dalam hat terdapat ketidaksesuaian data anta-

ra WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi
dengan NoD dari Pernberi PHLN, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko
dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan pencocokan dan penelitian data.

konfirmasi atas nilai permintaan Refund dari
Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada
angka 1.

3. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah
c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana di-

D. TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS 5
PENGELUARAN INELIGIBLE YANG TIDAK DI-
LAKUKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PEMERIN-
TAH PADA PHLN YANG DITARIK MELALUI ME-
KANISME REKSUS DAN DALAM HAL REKSUS

maksud pada angka 2, Kementerian Negara/ SUDAH DITUTUP PADA KEGIATAN YANG DIBI-

Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor AYAI DARI PHLN

ke kas negara atas penyetoran Refund beser- 1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-

ta nomor transaksi penerimaan negara atas nerima permintaan Refund dari Pernberi PHLN.

setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Ke- 2. Terhadap perrnintaan Refund sebagaimana
menterian Keuangan. dimaksud pada angka 1, Pernerintah ¢.q. Ke-

| 4. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menterian Keuangan memberitahukan kepada
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Kementerian Negara/Lernbaga bahwa Refund
dirnaksud rnerupakan tanggung jawab Ke-
menterian Negara/Lernbaga dan melakukan
konfirrnasi atas nilai permintaan Refund dari
Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada
angka 1.

. Menindaklanjuti pemberitahuan Pemerintah
c.q. Kementerian Keuangan sebagaimana di-
maksud pada angka 2, Kementerian Negara/
Lembaga menyampaikan fotokopi bukti setor
ke kas negara atas penyetoran Refund beser-
ta nornor transaksi penerimaan negara atas
setoran tersebut kepada Pemerintah c.q. Ke-
menterian Keuangan.

. Pemerintah c¢.q. Kementerian Keuangan
memeriksa validasi setoran sebagaimana di-
maksud pada angka 3 dengan cara melakukan
konfirmasi kepada KPPN Khusus Penerimaan.
. Atas setoran yang telah divalidasi oleh KPPN
Xhusus Penerirnaan, Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan ¢.q. Direktorat Pengelolaan Kas
Negara rnelakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. memindahbukukan setoran dana Refund |

dari R-KUN ke Rekening dalarn rangka Re-
fund yang ditunjuk; dan

b. menyampaikan WPR kepada Bank Indone-
sia untuk melakukan pemindahbukuan dari

Reksus yang ditunjuk ke rekening Pemberi -

PHLN.

. Dalam hal Pernberi PHLN telah menerima
Refund, Pemberi PHLN menerbitkan dan me-
nyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan.Risiko dengan |

tembusan kepada Direktorat Jenderal Pgrben-
daharaan sebagai pemberitahuan bahwa Re-
fund telah diterirna.

. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana |

dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Di- |

rektorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktorat Pengeloiaan Kas Negara.

. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data anta-
ra WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi
dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

RINTA

T T———

dan Direktorat Perbendaharaan

Jenderal
melakukan pencocokan dan penelitian data.

TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS

PENGELUARAN {NELIGIBLE PADA PHLN YANG |
DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU |

L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL

2 AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA
2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEM-
DA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA,

ATAU INDIVIDU, PADA KEGIATAN YANG DIBI-

AYAI| DARI PHLN

1.

Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-

nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
Terhadap permintaan Refund sebagaimana

" dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Ke-

menterian Keuangan memberitahu Kementeri-

- an Negara/Lembaga selaku executing agency |

untuk melaksanakan Refund.

. Kementerian Negara/Lembaga memberitahu- |

kan permintaan Refund kepada pelaksana ke-
giatan.

Dalam rangka Refund untuk PHLN yang
diterushibahkan kepada pelaksana kegiatan,
pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Ke-
menterian Negara/Lembaga selaku executing
agencyﬁdan Kementerian Keuangan c.q. Di-

rektorat Jenderal Perimbangan Keuangan se- |

laku PA/KPA.

. Dalam rangka Refund untuk PHLN yang diter-

uspinjamkan kepada pelaksana kegiatan,
pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Ke-
menterian Negara/Lembaga selaku executing
agency dan Direktorat Jenderal Perbendaha-
raan ¢.q. Direktorat Sistem Manajemen lh-
vestasi.

Dalam rangka pelaksanaan Refund yang men-

jadi tanggung jawab pelaksana kegiatan pe-
nerima PHLN, pelaksana kegiatan dimaksud
melakukan transfer dana Refund ke rekening
Pemberi PHLN.

Dalam hal transfer dana Refund ke rekening
Pemberi PHLN sebagaimana dimaksud pada
angka 6 telah dilakukan, pelaksana kegiatan

memberitahukan transfer dimaksud kepada |

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Di-
rektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
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' dan Risiko dengan melampirkan bukti transfer _

. dana Refund. :
8. Dalam hal Pemberi PHLN telah menenma
" transfer daria Refund sebagaimana dimaksud
pada angka 6, Pemberi PHLN menyampaikan
pemberitahuan dengan menerbitkan dan me-
nyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan:Risiko c¢.q. Di- |

rektorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

9. Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimak-
sud pada angka 8, Direktorat Jenderal Penge-
lolaan Pembiayaan dan Risiko ¢.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mener-
bitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan
melampirkan fotokopi NoD kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pen-
gelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Pinja-
man dan Hibah.

10. Untuk PHLN yang diteruspinjamkan, SP4HLN
sebagaimana dimaksud pada -angka 9 juga
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manaje-
men Investasi.

1. Untuk PHLN yang diterushibahkan, SP4HLN

sebagaimana dimaksud pada angka 9 JUga
disampaikan = kepada Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Perim-
bangan Keuangan Daerah.

12 Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data an-
tara bukti transfer dengan NoD dari Pemberi
PHLN, Kementerian/Lembaga, Direktorat Jen-
deral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaku-
kan pencocokan dan penelitian data.

TATA CARA PELAKSANAAN REFUND ATAS
PENGELUARAN INELIGIBLE PADA PHLN YANG
DITARIK DENGAN MEKANISME PL DAN/ATAU
L/C SERTA PENYELESAIAN ADMINISTRATIF

- SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 2

AYAT (1) HURUF B ANGKA 1) DAN ANGKA
2) YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEM-
‘DA, BUMN, BUMD, PENYEDIA BARANG/JASA,

ATAU INDIVIDU, TELAH DISETORKAN KE KAS

NEGARA, DAN/ATAU REFUND ATAS PENGELU-
ARAN INELIGIBLE YANG TERBUKTI TERDAPAT
UNSUR KORUPS!, KOLUSI, DAN NEPOTISME
DAN/ATAU PENGELUARAN INELIGIBLE YANG

TERJADI KARENA KESALAHAN PENYEDIA BA-
RANG/JASA, PADA KEGIATAN YANG DIBIAYAI
DARI PHLN . i

1. Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-

" nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.

2. Terhadap permintaan Refund sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Pemerintah c.q. Ke-
menterian Keuangan memberitahu Kementeri-
an-Negara/Lembaga selaku executing agency ;
untuk melaksanakan Refund.

3. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga me-
nilai bahwa Refund sebagaimana dimaksud
pada angka 2 merupakan pengeluaran ineligi-
ble yang terbukti terdapat unsur korupsi, kolu-
si, dan nepotisme, dan/atau pengeluaran ineli-
gible yang terjadi karena kesalahan penyedia
barang/jasa maka Kementerian Negara/Lem-
baga memberitahukan kepada penyedia ba-
rang/jasa dan/atau individu untuk melakukan
penyetoran ke kas negara.

4. Dalam Kementerian Negara/Lembaga menilai
bahwa Refund sebagaimana dimaksud pada
angka 2 merupakan pengeluaran ineligible se-
bagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
huruf b angka 1) dan angka 2} yang menjadi
tanggung jawab Pemda, BUMN, BUMD, Pe-
nyedia barang/jasa, atau individu, telah dise-
torkan ke kas negara, Pemda, BUMN, BUMD,
Penyedia barang/jasa, atau individu menyam-
paikan fotokopi bukti setor beserta nomor
transaksi penerimaan negara kepada Kement-
erian Negara/Lembaga.

5. Kementerian Negara/Lembaga, penyed'ia ba-
rang/jasa, dan/atau individu menyampaikan
fotokopi bukti setor ke kas negara atas pe-
nyetoran beserta nomor transaksi penerimaan
negara kepada Direktorat Jenderal Perbenda-
haraan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Nega- |
ra.

6. Menindakianjuti penyampaian fotokopi bukti
setor ke kas negara atas penyetoran beserta
nomor transaksi penerimaan negara, Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat |
Pengelolaan Kas Negara memeriksa validasi
setoran sebagaimana pada angka 3 dan angka
4, dengan cara melakukan konfirmasi kepada
KPPN Khusus Penerimaan.

7. Setelah setoran oleh Kementerian Negara/
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G.

tembaga, penyedia barang/jasa, dan/atau
individu telah divalidasi, Direktorat Jenderal |
Perbendaharaan c.q. Direktorat Perngslolaan |
Kas Negara melaksanakan langkah-langkah |

berikut:
a. melakukan pemindahbukuan dana dari R-

KUN ke rekening dalam rangka Refund |

vang ditunjuk sesuai ketentuan yang ber-
laku; j

b. menerbitkan WPR kepada Bank Indcnesia
untuk untung rekening Pemberi PHLN; dan

¢. menyampaikan pemberitahuan pelaksa-
naan Refund kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, den-
gan melampirkan WPR ‘sebagai dokumen
pendukung penyesuaian pencatatan pe-
nerimaan pembiayaan atau pendapatan
hibah.

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima Re-

fund, Pemberi PHLN menerbitkan dan me-

. nyampaikan NoD kepada Direktorat Jenderal
" Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Di-

10.

rektorat Evaluasi, '/;\kuntansi, dan Setelmen
dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai pemberitahuan bah-
wa Refund telah diterima.

Dengan diterimanya NoD sebagaimana dimak-
sud pada angka 8, Direktorat Jenderal Penge-
lolaan Pembiayaan dan Risiko ¢.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbit-
kan SP4HLN dan menyampaikannya kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c¢.q. Di-
rektorat Pengelolaan Kas Negara.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data anta-
ra WPR dan/atau setoran yang telah divalidasi
dengan NoD dari Pemberi PHLN, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
dan Direktorat - Jenderal Perbendaharaan
melakukan pencocokan dan penelitian data.

TATA CARA PELAKSANAAN REFUND UNTUK
PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SISA
SALDO DANA DI REKSUS SETELAH CLOSING
ACCOUNT

1.

el

Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan me-
nerima permintaan Refund dari Pemberi PHLN.
Terhadap permintaan Refund sebagaimana

dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal I

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan
Kas Negara selaku pengelola Reksus mener-

- bitkan surat permintaan pernindahbukuan dari

Reksus ke rekening Pemberi PHLN kepada
Bank Indonesia atas beban Reksus disertai
WPR yang menginformasikan nama dan no-
mor rekening, swift codé, dan referensi reken-
ing Pemberi PHLN.

. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana di-

maksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank
Indonesia menerbitkan dan menyampaikan
advis debet kredit beserta laporan rekening
koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan.

. Dalam hal penerbitan surat sebagaimana di-

maksud pada angka 2 telah dilakukan, Bank
Indonesia menerbitkan dan menyampaikan
advis debet kredit beserta laporan rekening
koran Reksus kepada Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan sebagai dokumen pendukung
penyesuaian pencatatan penerimaan pembi-
ayaan dan/atau pendapatan hibah.

. Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima dana

Refund, Pemberi PHLN menyampaikan pem-
beritahuan dengan menerbitkan. NoD kepada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko.

. Dengan telah diterimanya NoD sebagaimana

dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Di-
rektorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN
dengan melampirkan fotokopi NoD kepada Di-
rektorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direk-
torat Pengelolaan Kas Negara.

. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara

Refund yang telah dilaksanakan dengan NoD
dar.i Pemberi PHLN, maka Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Di-
rektorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
pencocokan dan penetitian data.
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